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                                                            BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas, setiap 

wilayah mempunyai potensi alam dan kebudayaan yang berbeda-beda yang apabila 

dikelolah dengan baik dapat meningkatkan pendapatan dan pembangunan di 

wilayah tersebut. Sebelum masa reformasi, Indonesia masih menganut sistem 

pemerintahan sentralistik dimana setiap daerah tidak dapat mengelola pendapatan 

asli daerah secara maksimal. Setelah masa reformasi pemerintah Indonesia sudah 

meninggalkan sistem tersebut dan pada saat ini telah menganut sistem otonomi 

daerah. Sistem otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian suatu 

daerah agar mengelolah sendiri daerahnya.  

Sistem otonomi daerah pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asas ekonomi dan 

pembantuan.  Perkembangan selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diharapkan dapat 

menjawab persoalan-persoalan yang belum mampu terjawab oleh Undang-Undang 

sebelumnya. 

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas
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dan bertanggung jawab. Otonomi daerah diberikan agar dapat mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah dapat dikatakan mandiri jika 

pemerintah daerah mampu mengelola hasil kekayaan daerah tersebut menjadi 

pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk mensejahterakan 

daerah. 

Kebijakan otonomi daerah pelaksanaannya didukung dengan peraturan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang peraturan Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan 

suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan, dimana 

mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta 

pemerataan antar daerah secara proporsional, demokrartis, adil dan transparan 

dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Adanya dana 

perimbangan antara pusat dan daerah yang berasal dari pendapatan APBN, 

pemerintah pusat akan memberikan bantuan dalam bentuk dana perimbangan 

kepada pemerintah daerah yang nantinya dapat digunakan untuk mendanai 

kebutuhan daerah sesuai dengan APBD.  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, APBD 

merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang 

ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD merupakan instrumen yang digunakan 

sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. 

APBD dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai 
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dengan potensi daerah tersebut serta berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, 

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

Pendapatan daerah merupakan milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan 

sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih suatu daerah tersebut dalam satu tahun. 

Menurut Indriyani dkk (2016) Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa Komponen 

yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain 

Pendapatan Daerah yang Sah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari 

pajak dan sumber daya alam. Dana Perimbangan Ini nantinya akan menambah 

Pendapatan APBD suatu daerah. Pemerintah daerah akan menggunakan dana-dana 

tersebut untuk menyelenggarakan semua kebutuhan ditingkat daerah. Pembiayaan 

Daerah meliputi semua penerimaan yang harus dibayarkan pada tahun anggaran 

atau tahun-tahun anggaran yang akan datang. 

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau 

Sumatera yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota yang memiliki potensi hasil 

kekayaan alam yang melimpah. Hasil kekayaan yang melimpah tersebut harus 

dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota 

agar dapat membiayai kebutuhan daerah berdasarkan APBD serta dapat 

mensejahterakan rakyat dengan membangun infrastruktur yang memadai. Namun, 

masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan bahwa 

beberapa daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan tersebut belum 

mampu untuk membiayai belanja daerahnya sendiri.
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Berikut ini adalah data Realisasi Pendapatan pada APBD Kabupaten dan Kota 

di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018. Tabel dibawah ini akan menjelaskan 

berapa persen komponen-komponen yang terdapat didalam Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Perimbangan dapat berkontribusi dalam Pendapatan (APBD) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. 
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Tabel 1.1 

Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

 

No Nama Kabupaten/ Kota 
Pendapatan APBD 

(Dalam Rupiah) 

PAD  Dana Perimbangan 

Pajak 

Daerah 

(%) 

Retribusi 

Daerah 

(%) 

HPKD 

(%) 

Lain-

lain 

PAD 

(%) 

BHP 

(%) 

Dana 

Alokasi 

Umum 

(%) 

Dana 

Alokasi 

Khusus 

(%) 

1 Kab. Banyuasin Rp1.974.209.834.732 4,18% 0,39% 0,22% 2,25% 9,96% 47,29% 16,17% 

2 Kab. Empat Lawang Rp   966.515.832.007 0,93% 0,04% 0.50% 1.61% 13,71% 43,95% 19,44% 

3 Kab. Lahat Rp1.860.313.832.773 1,83% 0,25% 0,35% 2,52% 24,64% 37,43% 11,90% 

4 Kab. Muara Enim Rp2.550.525.950.152 2,71% 0,81% 0,67% 4,18% 35,10% 25,93% 9,24% 

5 Kab. Musi Banyuasin Rp4.676.482.090.801 1.74% 0,11% 0,26% 2,73% 37,85% 7,93% 25,36% 

6 Kab. Musi Rawas Utara Rp   921.352.308.466 1,04% 0,06% - 2,52% 17,81% 41,67% 20,14% 

7 Kab. Musi Rawas Rp1.762.971.208.231 1,55% 0,19% 0,27% 3,95% 23,62% 36,28% 15,56% 

8 Kab. Ogan Ilir  Rp1.484.694.814.242 7,14% 0,38% 0,19% 1,20% 12,59% 41,98% 16,16% 

9 Kab. Ogan Komering Ilir  Rp2.014.957.710.477 2,26% 0,21% 0,36% 3,35% 8,94% 47,33% 18,34% 

10 Kab. Ogan Komering Ulu Rp   828.056.993.603 2,77% 0,14% 0,35% 12,26% 12,56% 51,22% 5,51% 

11 Kab. Oku Selatan Rp   961.130.706.469 0,69% 0,20% 0,35% 1,72% 10,50% 51,85% 13,76% 

12 Kab. Oku Timur Rp1.600.456.506.294 1,73% 0,43% 0,12% 3,15% 8,44% 47,93% 16,77% 

13 Kab. Penukal Abab 

Lematang Ilir 

Rp1.409.963.992.437 1,15% 0,07% - 2,40% 40,17% 22,51% 10,85% 

14 Kota Prabumuih Rp   939.244.521.871 2,79% 0,27% 0,15% 6,42% 23,85% 44,32% 10,41% 

15 Kota Palembang  Rp3.023.835.707.518 23,77% 1,57% 0,85% 3,76% 7,30% 32,05% 15,79% 

16 Kota Pagar Alam Rp   649.774.089.546 1,27% 3,39% 0,74% 8,89% 15,53% 55,29% 13,66% 

17 Kota Lubuk Linggau  Rp   884.462.070.847 4,35% 0,79% 0,19% 6,16% 14,96% 50,77% 11,85% 

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2018
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Berdasarkan data di atas terlihat bahwa dari sisi pendapatan Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki Pendapatan APBD tertinggi 

adalah Kabupaten Musi Banyuasin dengan nilai sebesar Rp4.676.482.090.801, 

sedangkan yang memilki Pendapatan APBD terendah adalah Kota Pagar Alam 

dengan nilai sebesar  Rp649.774.089.546. Dimana Nilai Pendapatan APBD di 

Kabupaten Musi Banyuasin didapatkan dari beberapa komponen yang terdiri dari, 

Pajak Daerah (1,74%), Retribusi Daerah (0,11%), Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan (0,26%), Lain-lain PAD yang sah (2,73%), Dana bagi hasil 

pajak/bagi hasil bukan pajak (37,85%), Dana Alokasi Umum (7,93%) dan Dana 

Alokasi Khusus (25,36%). Sedangkan Nilai Pendapatan APBD di Kota Pagar Alam 

juga didapatkan dari beberapa komponen yang terdiri dari, Pajak Daerah (1,27%), 

Retribusi Daerah (3,39 %), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

(0,74%), Lain-lain PAD yang sah (8,89%), Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan 

pajak (15,53%), Dana Alokasi Umum (55,29%) dan Dana Alokasi Khusus 

(13,66%). Dimana seluruh persentase tersebut didapatkan dari besarnya Pendapatan 

APBD daerah tersebut.  

Di Kota Pagar Alam Dana Alokasi Umum sangat mempengaruhi Pendapatan 

APBD nya. Dana alokasi umum merupakan komponen pendapatan APBD dalam 

suatu daerah. Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah  nomor 55 tahun 2005, Dana 

alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri 

Netto dan ditetapkan dalam APBN. Dilihat dari persentase tersebut bahwasannya 

setiap daerah di Indonesia mendapatkan Dana Alokasi Umum yang cukup besar. 

Sehingga Dana Alokasi Umum tersebut dapat digunakan untuk memenuhi setiap 

kebutuhan daerah. Dari analisis tabel di atas dapat disumpulkan bahwa di Kota
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Pagar Alam sangat ketergantungan pada Dana Alokasi Umum hal ini dikarenakan 

Pendapatan Asli Daerahnya yang cenderung masih Rendah. Sebaliknya di 

Kabupaten Musi Banyuasin Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi Pendapatan 

APBD nya. Pada Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari sumber pendapatannya 

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang tidak 

ketergantung pada Dana Alokasi Umum. Dikarenakan Kabupaten Musi Banyuasin, 

memiliki pendapatan lain yaitu dari Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 

(DBHP) yang tinggi. Berikut ini adalah tabel Persentase Perbandingan antara Data 

Realisasi Dana Alokasi Umum dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Realisasi Belanja Daerah. Tabel di bawah ini akan menjelaskan mengenai berapa 

persen Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dapat menunjang 

kebutuhan Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2018. 
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Tabel 1.2 

Persentase Perbandingan Antara Data Realisasi DAU dan PAD Terhadap 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

 

No Kabupaten/Kota Belanja Daerah Dana 

Alokasi 

Umum 

Pendapata

n Asli 

Daerah 

1 Kab. Banyuasin Rp1.972.210.340.818 

 

47,33 %  7,05 % 

2 Kab.Empat Lawang Rp   922.113.360.543 

 

46,06 %  3,24 % 

3 Kab. Lahat Rp1.747.535.801.822 

 

39,84 %  5,27 % 

4 Kab. Muara Enim Rp2.301.276.080.514 

 

28,73 %  9,09 % 

5 Kab.Musi Banyuasin Rp2.928.724.517.835 12,66 %  7,17 % 

6 Kab. Musi Rawas 

Utara 

Rp   784.309.470.303 

 

48,95 %  4,25 % 

7 Kab. Musi Rawas Rp1.568.036.493.870 

 

40,79 %  6,71 % 

8 Kab. Ogan Ilir  Rp1.275.491.232.539 48,87 % 10,37 % 

9 Kab. Ogan Komering 

Ilir  

Rp1.809.725.393.258 

 

52,70 %  6,90 % 

10 Kab. Ogan Komering 

Ulu 

Rp   645.940.018.988 

 

65,66 % 19,89 % 

11 Kab. Oku Selatan Rp1.172.678.815.981 

 

42,49 %  2,43 % 

12 Kab. Oku Timur Rp1.559.214.253.032 

 

49,20 %  5,56 % 

13 Kab. Penukal Abab 

Lematang Ilir 

Rp1.302.795.750.341 

 

24,36 %  3,91 % 

14 Kota Prabumuih Rp   829.813.110.071 

 

50,16 % 10,90 % 

15 Kota Palembang  Rp3.356.776.854.674 

 

28,87 % 6,73 % 

16 Kota Pagar Alam                                                                                                                                                                                                                                             Rp   657.295.520.209 

 

54,66 % 11,17 % 

17 Kota Lubuk Linggau  Rp   826.901.296.254 

 

54,30 % 12,30 % 

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2018 

Di lihat dari Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan secara umum masih bergantung pada sumbangan yang
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diberikan oleh Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum) 

pada APBD tahun 2018 dalam memenuhi kebutuhan Belanja Daerah. Semakin 

sering pemerintah daerah menerima transfer dana perimbangan dari pusat maka 

akan membuat daerah tersebut kurang memperhatikan kemampuan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari perhitungan pada tabel 2 

didapatkan bahwa penggunaan Dana Alokasi Umum terbesar dalam memenuhi 

kebutuhan Belanja Daerah adalah terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu 

sebesar 65,66 %. Sedangkan nilai terendahnya terletak di Kabupaten Musi 

Banyuasin yaitu sebesar 12,66 %. Serta Pendapatan Asli Daerah terbesar dalam 

menyumbang untuk kebutuhan Belanja Daerah terletak di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu yaitu sebesar 19,89 % dan nilai terendahnya yaitu sebesar 2,43 % 

terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.  

Dapat disimpulkan bahwa apabila Pemerintah daerah terus meminta dana 

perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum secara berkelanjutan, maka hal 

tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketergantungan yang akan terus 

meningkat terhadap  alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk 

membiayai Belanja Daerah. Apabila Pemerintah Daerah lebih banyak 

menggunakan Dana Transfer atau Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi 

Umum dalam memenuhi kebutuhan Belanja daerahnya  maka dapat 

mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah, dan hal tersebut dapat 

menyebabkan terjadinya fenomena flypaper effect. 

Menurut Wiwin Anggriani S, dkk (2017), Flypaper effect merupakan suatu 

kondisi dimana Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana transafer 

yaitu Dana Alokasi umum (DAU) dari pada menggunakan sumber dana yang 
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berasal dari kemampuan daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah. 

Flypaper effect merupakan suatu respon yang asimetris dalam peningkatan atau 

penurunan atas penggunaan dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. 

Fenomena Flypaper effect dapat diukur dengan membandingkan antara 

Penggunaan dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya memberikan hasil 

yang masih saling bertentangan mengenai Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi 

Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap  Belanja Daerah. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Henni Indriyani, Citra Indah Merina, dan Tiari Juniarti Purba 

(2016), dalam judul Flypaper Effect Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli 

Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Indonesia menyatakan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang lebih signifikan terhadap 

belanja daerah daripada Dana Alokasi Umum. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia lebih bertumpu pada PAD 

daripada bantuan dari pemerintah pusat. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain memberikan hasil yang berbeda 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Subadriyah dan Hidayat (2018) dalam judul 

Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi 

Jawa Tengah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif 

signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Daerah yang dikeluarkan 

oleh pemerintah akan semakin meningkat. Serta Dana Alokasi Umum 

berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja daerah. Ini menunjukan bahwa 
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semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh maka Belanja Daerah yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah akan semakin meningkat. Dapat disimpulkan 

bahwa telah terjadi fenomena Flypaper Effect pada pemerintah Kabupaten/Kota 

di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di 

Propinsi Jawa Tengah masih bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal 

membiayai belanja daerah. 

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya maka peneliti akan melakukan 

penelitian kembali untuk mendapatkan hasil yang andal dan konsisten terakait 

Flypaper Effect Pada Belanja Daerah. Dimana peneliti akan melakukan penelitian 

di Provinsi Sumatera Selatan dengan mengambil sampel sebanyak 17 

Kabupaten/Kota dan peneliti juga mengambil tahun terbaru yaitu 2016-2018 agar 

tahun-tahun terdekat dapat dilihat apakah terjadi fenomena flypaper effect atau 

tidak, serta peneliti juga akan menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan 

terjadinya fenomena flypaper effect dan bagaimana cara menanggulanginya agar 

dapat memperkecil tingkat terjadinya flypaper effect. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat oleh 

penulis dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja 

Daerah di Kabupaten dan Kota
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2. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja 

Daerah di Kabupaten dan Kota 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian, yaitu: 

1. Untuk menguji bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota 

2. Untuk menguji bagaimanakah pengaruh  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini  dapat digunakan untuk memperluas literatur 

tentang fenomena-fenomena Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya tentang fenomena Flypaper Effect Terhadap Belanja 

Daerah. Serta dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemangku 

kepentingan untuk memperbaiki masalah yang ada dalam menciptakan 

pemerintahan daerah yang baik.
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